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ABSTRACT
Penulis melaksanakan kerja praktek pada Badan Pengelolaan Keuangan (BPK) Kota Banda Aceh selama 60 hari kerja terhitung
sejak tanggal 13 februari sampai dengan 13 april 2016. Kerja praktek yang penulis laksanakan selama 2 bulan tersebut dalam
rangka persyaratan dalam pembuatan Laporan Kerja Praktek sebagai tugas akhir dari studi Diploma III Perpajakan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala.
	Penulisan laporan kerja praktek ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemungutan Bea Perolehan Hak atas dan Bangunan
(BPHTB) yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh.
	Dari Praktek Kerja Lapangan (PKL) dapat diketahui bahwa prosedur pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
berpedoman kepada Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang sistem dan prosedur pemungutan bea perolehan
hak atas tanah dan bangunan Walikota Banda Aceh. Adapun untuk ketentuan umum mengenai  BPHTB berpedoman pada Qanun
Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh
Tahun 2010 Nomor 7 Seri B Nomor 01);. Oleh karena itu Surat Setoran Pajak Daera untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat
SSPD BPHTB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas
Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas dan/atau bangunan.
	Berdasarkan hasil kerja praktek maka penulis akan mengemukakan kesimpulan bahwa pemungutan bea perolehan hak atas tanah
dan bangunan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yaitu Qanun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPTHB). 
